
1 
  

 

 

 

WALI KOTA BANJAR  

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  

NOMOR 15 TAHUN 2020 

 

 

TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAAN PENGAMANAN, PEMELIHARAAN 

DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA BANJAR, 

Menimbang  : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan barang milik daerah 

meliputi pengamanan, pemeliharaan dan penghapusan barang 
milik daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar 

yang tertib, terarah, efektif, efisien, optimal dan akuntabel, perlu 
adanya ketentuan teknis; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 dan Pasal 130 ayat (3) 

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyatakan ketentuan lebih 

lanjut mengenai pengamanan dan tata cara penghapusan 
barang milik daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali 
Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan, Pemeliharaan 

dan Penghapusan Barang Milik Daerah; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4244); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5165); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah  (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 1425); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar 
(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13);  

9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Banjar Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Banjar Nomor 22); 

10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Banjar Nomor 15); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN 

PENGAMANAN, PEMELIHARAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG 
MILIK DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar. 

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar. 
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4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Banjar. 

5. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah 
semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD 

atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

6. Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang 

adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 
melakukan koordinasi pengelolaan BMD. 

7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan BMD. 

8. Kuasa Pengguna BMD selanjutnya disebut sebagai Kuasa 

Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang 
ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD 

yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat 
Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku 

pejabat pengelola keuangan daerah. 

10. Pengurus BMD yang selanjutnya disebut Pengurus Barang 

adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang 
diserahi tugas mengurus barang. 

11. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan 
bukti kepemilikan atas BMD. 

12. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dan 

pengurusan BMD dalam bentuk fisik, administratif dan 
tindakan upaya hukum. 

13. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan 
agar semua BMD selalu dalam keadaan baik dan siap untuk 

digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 

14. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD. 

15. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar 

barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang 
berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna 

Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab 
administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam 

penguasaannya. 

16. Kendaraan dinas adalah kendaraan yang terdiri dari 
kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan 

kendaraan dinas operasional.  

17. Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan bermotor yang 

digunakan bagi pemangku jabatan Wali Kota dan Wakil Wali 
Kota.  

18. Kendaraan dinas jabatan adalah kendaraan yang disediakan 
dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional 
perkantoran. 

19. Kendaraan dinas operasional adalah kendaraan yang 
disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional 

khusus, lapangan, dan pelayanan umum. 
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BAB II 

PENGAMANAN  

 

Bagian Kesatu 

Pengamanan 

 

Paragraf 1 

Prinsip Umum 

 

Pasal 2 

(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna 
Barang wajib melakukan pengamanan BMD yang berada 

dalam penguasaannya. 

(2) Pengamanan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi: 

a. pengamanan fisik; 

b. pengamanan administrasi; dan 

c. pengamanan hukum. 

 

Pasal 3 

(1) Bukti kepemilikan BMD wajib disimpan dengan tertib dan 

aman. 

(2) Penyimpanan bukti kepemilikan BMD dilakukan oleh Pengelola 
Barang dalam hal ini oleh Pejabat Penatausahaan Barang. 

 

Pasal 4 

Wali Kota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau 
pertanggungan dalam rangka pengamanan BMD tertentu dengan 

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 

 

Paragraf 2 

Tata Cara Pengamanan Tanah 

 

Pasal 5 

(1) Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain: 

a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar 
batas; 

b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan 

c. melakukan penjagaan. 

(2) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan 
keuangan pemerintah Daerah dan kondisi/letak tanah yang 

bersangkutan. 
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(3) Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan : 

a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan 
dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman. 

b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan 

sertifikat tanah; 

2. membuat kartu identitas barang; 

3. melaksanakan inventarisasi/sensus BMD 1 (satu) kali 
dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan 

4. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/Pengguna 

Barang/Kuasa Pengguna. 

(4) Pengamanan hukum dilakukan terhadap: 

a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan 

b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas 

nama pemerintah daerah. 

 

Pasal 6 

Pembangunan pagar batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1) huruf a, belum dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan 

anggaran, maka pemasangan tanda letak tanah dilakukan melalui 
pembangunan patok penanda batas tanah. 

 

Pasal 7 

Tanda kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (1) huruf b, dibuat dengan ketentuan antara lain:  

a. berbahan material yang tidak mudah rusak; 

b. diberi tulisan tanda kepemilikan; 

c. gambar lambang pemerintah Daerah; dan 

d. informasi lain yang dianggap perlu. 

 

Pasal 8 

(1) Pengamanan hukum terhadap tanah yang belum memiliki 
sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf 

a dilakukan dengan cara: 

a. apabila BMD telah didukung oleh dokumen awal 

kepemilikan, antara lain berupa Letter C, akta jual beli, 
akta hibah, atau dokumen setara lainnya, maka Pengelola 
Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna 

Barang  segera mengajukan permohonan penerbitan 
sertifikat atas nama pemerintah daerah kepada Badan 

Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional setempat/Kantor Pertanahan setempat sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
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b. apabila BMD tidak didukung dengan dokumen 

kepemilikan, Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau 
Kuasa Pengguna Barang  mengupayakan untuk 

memperoleh dokumen awal kepemilikan seperti riwayat 
tanah atau Berita Acara Penyerahan Tanah. 

(2) Pengamanan hukum terhadap tanah yang sudah bersertifikat 
namun belum atas nama pemerintah daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dilakukan dengan 
cara Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa 
Pengguna Barang segera mengajukan permohonan perubahan 

nama sertifikat hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan 
setempat menjadi atas nama pemerintah daerah. 

(3) Untuk menunjang upaya pengamanan hukum terhadap tanah, 
Wali Kota dapat membentuk Tim Pengamanan yang terdiri dari 

unsur Pemerintah Daerah dan unsur Kantor Pertanahan. 

 

Paragraf 3 

Tata Cara Pengamanan Gedung dan/atau Bangunan 

 

Pasal 9 

(1) Pengamanan fisik gedung dan/atau bangunan meliputi: 

a. membangun pagar pembatas gedung dan/atau bangunan; 

b. memasang tanda kepemilikan berupa papan nama; 

c. melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah/ 

menanggulangi terjadinya kebakaran; 

d. gedung dan/atau bangunan yang memiliki fungsi strategis 

atau yang berlokasi tertentu dengan tugas dan fungsi 
melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat dapat  

memasang Closed-Circuit Television (CCTV); dan 

e. menyediakan satuan pengamanan dengan jumlah sesuai 
fungsi dan peruntukkan gedung dan/atau bangunan 

sesuai kondisi lokasi gedung dan/atau bangunan tersebut. 

(2) Pengamanan fisik terhadap BMD berupa gedung dan/atau 

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
dengan memperhatikan skala prioritas dan kemampuan 

keuangan pemerintah Daerah. 

(3) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara 
lain: 

a. fungsi penggunaan bangunan; 

b. lokasi bangunan; dan 

c. unsur nilai strategis bangunan. 

(4) Pengamanan administrasi gedung dan/atau bangunan dilakukan 

dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan 
menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai 
berikut: 

a. dokumen kepemilikan berupa Surat Izin Mendirikan 
Bangunan; 

 



7 
  

b. keputusan penetapan status penggunaan gedung dan/atau 

bangunan; 

c. daftar Barang Kuasa Pengguna berupa gedung dan/atau 

bangunan; 

d. daftar Barang Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan; 

e. daftar Barang Pengelola berupa gedung dan/atau bangunan; 

f. Berita Acara Serah Terima; dan 

g. dokumen terkait lainnya yang diperlukan. 

(5) Pengamanan hukum gedung dan/atau bangunan: 

a. melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, bagi 

bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan; 
dan 

b. mengusulkan penetapan status penggunaan 

 

Paragraf 4 

Tata Cara Pengamanan Kendaraan Dinas 

 

Pasal 10 

(1) Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap: 

a. kendaraan perorangan dinas; 

b. kendaraan dinas jabatan; dan 

c. kendaraan dinas operasional. 

(2) Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dinas 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan 

membuat Berita Acara Serah Terima kendaraan antara Pengguna 
Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan 

kendaraan perorangan dinas dengan Pejabat yang menggunakan 
kendaraan perorangan dinas. 

(3) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
berisi klausa yang terdiri atas : 

a. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan 

keterangan, antara lain  nomor polisi, merek, tahun perakitan 
kendaraan,  kode barang  kendaraan dinas perorangan, dan 

rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut; 

b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan 

seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut; 

c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah 
berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan 

telah berakhir kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan 

perorangan dinas; dan 

d. pengembalian kendaraan perorangan dinas diserahkan pada 

saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam 
berita acara serah terima kendaraan. 

(4) Pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam 

berita acara penyerahan. 
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(5) Kehilangan kendaraan perorangan dinas menjadi tanggung jawab 

penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 11 

(1) Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas jabatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan membuat 

Berita Acara Serah Terima kendaraan antara: 

a. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang  yang 
menggunakan  kendaraan Dinas Jabatan Pengguna Barang; 

b. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang  yang 
menggunakan kendaraan jabatan Kuasa Pengguna Barang; 

dan 

c. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang  dengan pejabat 

yang menggunakan kendaraan dinas jabatan. 

(2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
berisi klausa yang terdiri atas: 

a. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan 
keterangan antara lain: nomor polisi, merek, tahun perakitan 

kendaraan, kode barang,  dan rincian perlengkapan yang 
melekat pada kendaraan tersebut; 

b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan 
seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas jabatan 
tersebut; 

c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah 
berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan 

telah berakhir; dan 

d. pengembalian kendaraan dinas jabatan diserahkan pada saat 

berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita 
acara serah terima kendaraan. 

(3) Pengembalian kendaraan dinas jabatan dituangkan dalam berita 

acara penyerahan kembali. 

(4) Kehilangan Kendaraan Dinas Jabatan menjadi tanggung jawab 

penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 12 

(1) Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas operasional 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan 
dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab atas 

kendaraan dinas operasional dimaksud dan ditandatangani oleh 
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung 

jawab kendaraan dinas operasional. 

(2) Surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), meliputi: 

a. nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang,  
dan perlengkapan kendaraan tersebut; 

b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional 
dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas 
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tersebut; 

c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan dinas segera 
setelah jangka waktu penggunaan berakhir; 

d. pengembalian kendaraan dinas operasional dituangkan dalam 
berita acara penyerahan kembali; dan 

e. menyimpan kendaraan dinas operasional pada tempat yang 
ditentukan. 

(3) Apabila kendaraan dinas yang hilang sebagai akibat dari 
kesalahan atau kelalaian atau penyimpangan  dari ketentuan, 
maka pejabat/penanggung jawab yang menggunakan kendaraan 

dinas  sebagai penanggung jawab kendaraan dinas dikenakan 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 13 

(1) Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan, dengan 
menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara 
tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut: 

a. Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor; 

b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan; 

c. Berita Acara Serah Terima; 

d. Kartu pemeliharaan; 

e. Data daftar barang;dan  

f. Dokumen terkait lainnya yang diperlukan. 

(2) Pengamanan hukum Kendaraan Dinas dilakukan, antara lain: 

a. melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan 
kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK, termasuk 

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor; dan  

b. melakukan pemprosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan 

pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan 
kendaraan dinas bermotor. 

 

Paragraf 5 

Tata Cara Pengamanan BMD 

Berupa Barang Persediaan 

 

Pasal 14 

(1) Pengamanan fisik barang  persediaan meliputi: 

a. menempatkan barang sesuai dengan frekuensi pengeluaran 

jenis barang; 

b. menyediakan tabung pemadam kebakaran di dalam 

gudang/tempat penyimpanan, jika diperlukan; 

c. menyediakan tempat penyimpanan barang; 

d. melindungi gudang/tempat penyimpanan; 

e. menambah prasarana penanganan barang di gudang, jika 
diperlukan; 
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f. menghitung fisik persediaan secara periodik; dan 

g. melakukan pengamanan persediaan. 

(2) Pengamanan administrasi barang persediaan meliputi: 

a. buku persediaan; 

b. kartu barang; 

c. berita acara serah terima; 

d. berita acara pemeriksaan fisik barang; 

e. surat perintah penyaluran barang; 

f. laporan persediaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang  
semesteran/tahunan; dan 

g. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan. 

(3) Pengamanan hukum barang persediaan dilakukan, dengan 

melakukan pemrosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pada 
pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan barang  

persediaan akibat kelalaian, sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 

Paragraf 6 

Tata Cara Pengamanan BMD Selain Tanah, 

Gedung dan/atau Bangunan, dan Barang Persediaan  

yang Mempunyai Dokumen Berita Acara Serah Terima 

 

Pasal 15 

(1) Pengamanan fisik BMD berupa selain tanah, gedung dan/atau 

bangunan, dan barang persediaan yang mempunyai dokumen 
berita acara serah terima dilakukan dengan menyimpan barang  di 

tempat yang sudah ditentukan di lingkungan kantor. 

(2) Pengamanan administrasi BMD berupa selain tanah, gedung 

dan/atau bangunan, dan barang  persediaan yang mempunyai 
dokumen Berita Acara Serah Terima dilakukan, antara lain: 

a. faktur pembelian; 

b. dokumen berita acara serah terima; dan 

c. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan. 

(3) Pengamanan hukum BMD berupa selain tanah, gedung dan/atau 
bangunan, dan barang persediaan yang mempunyai dokumen 

Berita Acara Serah Terima dilakukan dengan melakukan 
pemrosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada pihak-
pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan barang sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Paragraf 7 

Tata Cara Pengamanan BMD Berupa Barang Tak Berwujud 

 

Pasal 16 

(1) Pengamanan fisik BMD berupa barang tak berwujud dilakukan 

dengan: 

a. membatasi pemberian kode akses hanya kepada pihak-pihak 

tertentu yang berwenang terhadap pengoperasian suatu 
aplikasi; dan 

b. melakukan penambahan security system terhadap aplikasi 

yang dianggap strategis oleh pemerintah Daerah. 

(2) Pengamanan adminstrasi BMD berupa barang tak berwujud 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:  

a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan 

secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut: 

1. berita acara serah terima; 

2. lisensi; dan 

3. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan. 

b. mengajukan hak cipta dan lisensi kepada instansi atau pihak 

yang memiliki kewenangan.  

(3) Pengamanan adminstrasi BMD berupa barang tak berwujud 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:  

a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan 
secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut: 

1. berita acara serah terima; 

2. lisensi; dan 

3. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan. 

b. mengajukan hak cipta dan lisensi kepada instansi atau pihak 

yang memiliki kewenangan.  

 

BAB III 

PEMELIHARAAN 

 

Bagian Kesatu 

Prinsip Umum 

 

Pasal 17 

(1) Barang yang dipelihara merupakan BMD dan/atau BMD dalam 

penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Barang. 

(2) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan kuasa Pengguna Barang 
bertanggungjawab atas pemeliharaan BMD yang berada dalam 

penguasaannya. 

(3) Pemeliharaan BMD sebagaimana dimakud pada ayat (2), bertujuan 
untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua BMD agar selalu 

dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara 
berdaya guna dan berhasil guna. 
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(4) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan anggaran belanja 

pemeliharaan dalam jumlah yang cukup, 

(5) Biaya pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

dibebankan pada APBD. 

(6) Dalam hal BMD dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, biaya 

pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra 
pemanfaatan BMD. 

 

Bagian Kedua 

Tata Cara Pemeliharaan BMD 

 

Pasal 18 

(1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berpedoman 
pada daftar kebutuhan pemeliharaan BMD. 

(2) Daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), merupakan bagian dari daftar kebutuhan BMD. 

 

Pasal 19 

(1) Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil 

Pemeliharaan Barang yang berada dalam kewenangannya. 

(2) Kuasa Pengguna Barang melaporkan hasil pemeliharaan barang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada 
Pengguna Barang untuk dilakukan penelitian secara berkala 
setiap enam bulan/per semester. 

(3) Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyusun daftar hasil 

pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun 
Anggaran. 

(4) Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang disusun pengguna barang 
atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
merupakan bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi 

pemeliharaan BMD. 

(5) Penelitian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

terhadap: 

a. anggaran belanja dan realisasi belanja pemeliharaan; dan 

b. target kinerja dan realisasi target kinerja pemeliharaan. 

(6) Pengguna Barang melaporkan/menyampaikan Daftar Hasil 
Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengelola Barang secara 

berkala. 

Pasal 20 

(1) Pemeliharaan setiap jenis BMD dilakukan pencatatan kartu 
pemeliharaan/perawatan yang dilakukan oleh pengurus 

barang/pengurus barang  pembantu. 

(2) Kartu pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), meliputi: 

a. nama barang; 

b. spesifikasi; 

c. tanggal pemeliharaan; 
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d. jenis pekerjaan atau pemeliharaan; 

e. barang  atau bahan yang dipergunakan; 

f. biaya pemeliharaan; 

g. pihak yang melaksanakan pemeliharaan; dan 

h. hal lain yang diperlukan. 

 

BAB IV 

PENGHAPUSAN  

 

Bagian Kesatu 

Prinsip Umum 

 

Pasal 21 

(1) Penghapusan BMD sebagai tindakan penghapusan dari daftar 

BMD dilakukan dalam hal terjadi penghapusan yang disebabkan 
BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, 
Pengguna Barang  dan/atau Kuasa Pengguna Barang 

(2) BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, 
Pengguna Barang  dan/atau Kuasa Pengguna Barang  disebabkan 

karena : 

a. penyerahan BMD; 

b. pengalihan status penggunaan BMD; 

c. pemindahtanganan atas BMD; 

d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan 

sudah tidak ada upaya hukum lainnya; 

e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. pemusnahan; atau 

g. sebab lain. 

(3) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g 
merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan 
wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti hilang karena 

kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kedaluwarsa, mati, 
dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure). 

 

Bagian Kedua 

Tata Cara Penghapusan  

 

Pasal 22 

(1) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan kepada 
Wali Kota sekurang-kurangnya meliputi: 

a. pertimbangan dan alasan penghapusan yang disertai 
bukti/dokumen pendukung; dan 

b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, sekurang-
kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode 
register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai 

buku, dan/atau nilai perolehan. 
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(2) Permohonan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi: 

a. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara; dan 

b. dokumentasi foto. 

(3) Wali Kota melakukan penelitian terhadap permohonan 

penghapusan BMD dari Pengguna Barang. 

(4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi: 

a. penelitian data dan dokumen administratif BMD; 

b. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan 
penghapusan; dan  

c. penelitian fisik/lapangan (on site visit), jika diperlukan, guna 
memastikan kesesuaian kondisi BMD yang menjadi objek 

permohonan penghapusan. 

(5) Untuk melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dan ayat (4) Wali Kota membentuk Tim Penghapusan BMD 
yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.  

 

Pasal 23 

(1) Dalam hal permohonan penghapusan BMD tidak disetujui, Wali 

Kota memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan 
alasan. 

(2) Apabila permohonan penghapusan BMD disetujui, Wali Kota 
menerbitkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Barang. 

(3) Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Barang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:  

a. data BMD yang disetujui yang dihapuskan, sekurang-

kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, 
tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, 

jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan 

b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan 
penghapusan kepada Wali Kota. 

 

Pasal 24 

Berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang penghapusan barang 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), Pengguna Barang 

menghapuskan BMD dari daftar BMD. 

 

Pasal 25 

Perubahan daftar BMD harus dicantumkan dalam laporan 
semesteran dan laporan tahunan. 
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BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 26 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kota Banjar. 

 

Ditetapkan di Banjar 

pada tanggal 10 Februari 2020  

WALI KOTA BANJAR, 

 

            ttd 

ADE UU SUKAESIH 

 

 

 

Diundangkan di Banjar 

pada tanggal 10 Februari 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, 

 

ttd 

     ADE SETIANA 

 

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 15 

 


